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ABSTRACT 
By the imposition of Regional Regulation of Serdang Bedagai District No. 1/2012 on 
Tax on Rural and Urban Land and Building, the authority to collect it was 
transferred from the central government to Deli Serdang District Administration. The 
tariff in the Regional Regulation of Deli Serdang District No. 1/2012 on Tax on Land 
and Building had met the principle of justice vertically ands horizontally because it 
differentiates the imposition of tax on taxpayers based on NJOP (0.1% and 0.2%) and 
the same tax on the same NJOP. Legal remedy on delinquent taxes of PBB P2 before 
the transfer occurred was that Deli Serdang District Administration became the 
authority to bill the delinquent taxes of PBB P2 by using, if possible, Warrant 
according to Law No. 19/2000 as the amendment of Law No. 19/1997. 
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I.  Pendahuluan 
 Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi, yang langsung 
dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
1
 Rumusan ini 
diartikan dengan lebih menekankan salah satu fungsi pajak tersebut yaitu fungsi 
budgter (keuangan) dan fungsi regulered (mengatur)
2
. 
Pajak memiliki arti sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan 
bernegara. Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana 
                                                          
1
 Darwin, Pajak Bumi dan Bangunan, (Jakarta: Mitra Wacana Media,  2009), hal.1 
2
Saidi Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dengan Penyelesaian Sengketa Pajak, 
(Makasar: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5 
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yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1)
3
. Bersifat politis 
karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis dimana 
pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintah 
dan pembangunan
4
. Bagi masyarakat sendiri, pajak adalah sarana konkrit untuk 
berkontribusi terhadap negara sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dan 
negara terakselerasi.  
Arti penting perpajakan ini telah membuat pajak memiliki peran dan 
kontribusi sangat signifikan tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga di luar 
aspek ekonomi. Sesuai dengan fungsi anggarannya, pajak menjadi pemasukan utama 
dalam APBN. Pada tahun 2013 penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp 1.099 
Trilliun dari penerimaan Negara sebesar Rp 1.529 Trilliun
5
, dimana pemungutan 
pajak tersebut berasal dari PPN, PPh, PPnBM dan jenis pajak lainnya selaku pajak 
pusat dan untuk penerimaan pajak daerah berasal dari PBB Pedesaan dan perkotaan 
dan BPHTB serta pajak lainya yang dipungut oleh pemerintah daerah. 
Berdasarkan kewenangan pemungutan pajak, pajak dapat dibedakan menjadi 
pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, PBB Perkebunan, PBB 
Perhutanan, PBB Pertambangan dan Bea Metrai, sedangkan pajak daerah terdiri atas 
pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan 
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/ Kota 
terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 
                                                          
3
 Pasal 23 ayat 1, berbunyi: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
4
 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7 
5
 www.anggaran.depkeu.go.id, jumlah penerimaan pajak, tanggal. 6 maret 2014. 
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Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Salah satu dari jenis pajak daerah di Indonesia adalah pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan dimana Pajak Bumi dan Bangunan ini dipungut oleh 
pemerintah Pusat melaui Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
dialihkan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota sehingga pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak kabupaten/ kota. Adapun tujuan 
dari pengalihan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunanan pedesaan dan 
perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini adalah agar adanya 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga 
tujuan pembangunan daerah dapat lebih cepat terlaksana.  
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan atas bumi dan 
bangunan kecuali untuk pertambangan, perhutanan dan perkebunan, sedangkan 
subjeknya adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak 
dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan
6
. Keberadaan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti 
mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keutungan dan atau kedudukan 
sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak 
atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi atau bagunan kecuali  kawasan yang 
digunakan dalam pertambangan dan perkebunan. Sudah wajar dan sepantasnya 
apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan tersebut 
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya 
                                                          
6
 Waliyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 418 
 
ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN|4 
 
kepada negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah dalam bentuk pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan memungut 
diserahkan kepada daerah. Kewenangan yang dialihkan meliputi rangkaian kegiatan 
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 
yang terutang yaitu penetapan tarif pajak, penetapan NJOP, penetapan NJOPTKP,  
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. Berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terbit Peraturan Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan sebagai dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan yang dialihkan dari pemerintah pusat. 
Keadilan merupakan suatu cita-cita pemerintah dalam melakukan 
penyelenggaraan negara, prinsipnya adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah 
haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan 
kesanggupan masing-masing golongan.
7
 Konsep ini merupakan konsep keadilan 
sosial yang dianut hampir seluruh negara. 
Prinsip keadilan digunakan dalam pemungutan perpajakan. Keadilan tersebut 
terlihat dalam penetapan tarif pajak. Dalam  hal ini terlihat pengenaan tarif pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang membedakan dua golongan saja antara nilai jual kena 
pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 dikenakan tarif 0,1% dan nilai jual kena 
pajak diatas Rp 1.000.000.000,00 dikenakan tarif 0,2%. Berbeda dengan Peraturan 
Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  yang 
                                                          
7
 Darwin, Op. Cit, hal. 71 
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dibedakan menjadi lima golongan, yaitu NJOP sampai dengan Rp 499.999.999,00 
dikenakan tarif 0,115%, NJOP dari Rp 500.000.000,00 – Rp 999.999.999,00 
dikenakan tarif 0,125%, NJOP Rp 1.000.000.000,00 – Rp 1.999.999.999,00 
dikenakan tarif 0, 215%, NJOP dari Rp 2.000.000.000,00 – 3.999.999.999,00 
dikenakan tarif 0,225%, NJOP lebih besar daripada Rp 4.000.000.000,00 sebesar 
0,275%. Penggolongan ini dinilai mewakilkan golongan masyarakat antara golongan 
mampu dan  golongan yang tidak mampu.  
Selama dipungut oleh pemerintah pusat, terdapat tunggakan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 20.540.330.000,00
8
. Karena adanya 
pengalihan kewenangan pemungutan pajak yang mana di dalamnya termasuk 
penagihan pajak, maka atas tunggakan tersebut penagihannya juga dialihkan kepada 
pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 
 Upaya yang harus dilakukan pemerintah mengingat daluarsa penagihan pajak 
adalah lima tahun yaitu upaya penagihan yang sudah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Mengingat pasal 1 angka 1
9
 dan pasal 2 ayat 1
10
 Undang 
Undang nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pasal 102 ayat 1
11
 Undang-
Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 17 
ayat 1
12
 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 1 tahun 2012 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka tunggakan pajak daerah 
                                                          
8
 Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Serdang 
Bedagai, Nasruddin. 
9
 Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea 
Masukdan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurtu undang-undangdan 
peraturan daerah. 
10
 Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah. 
11
 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding  yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
12
 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang 
dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
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Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 20.540.330.000,00 dapat ditagih dengan 
menggunakan surat paksa. Akan tetapi kewenangan pemerintah daerah untuk 
melakukan penagihan pajak dengan surat paksa tersebut belum dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 
Adapun Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat studi untuk 
meningkatkan mutu kajian penelitian ini dikarenakan Kabupaten Serdang Bedagai 
merupakan daerah yang memiliki unsur pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan, sehingga tepat kiranya untuk diharmonisasikan dengan dengan Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang dikenakan kepada perdesaan dan 
perkotaan. 
 
II. Metode Penelitian 
1. Sifat dan Jenis Penelitian 
 Dalam pembahasan penelitian ini, akan dilakukan dengan menguraikan 
pertaturan perundang-undangan yang berlaku dengan menganalisa data-data yang ada 
secara komprehensif, yang merupakan data-data sekunder dari berbagai kepustakaan 
dan literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun 
informasi dari media massa yang dapat dijamin validitasnya. Sementara itu, 
pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan dianalisis dengan doktrin dari 
para sarjana hukum. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk menemukan hukum in-
konkrito dan juga penelitian terhadap sinkornisasi vertikal dan horizontal.
13
 
 
 
                                                          
13
 Ronny Hanitjo Sumitro, Methodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 1988), hlm. 12 
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2. Sumber Data Penelitian 
Sumber-sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber 
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum 
sekunder serta bahan-bahan hukum tersier.
14
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang- 
undangan, yang terdiri dari: 
1) Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil amendemennya. 
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah. 
4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan. 
5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. 
6) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tanggal 10 Maret Pembagian 
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. 
8) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 1 tahun 2012 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 
9) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 
tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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  Peter Mahmud Marzuki, op. cit., hal 141 
 
ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN|8 
 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum 
primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, majalah-majalah, surat kabar, buletin maupun makalah 
makalah yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini  yaitu 
permasalahan perpajakan.
15
 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
16
, berupa: kamus bahasa Indonesia, 
Inggris, Belanda, kamus yang memuat peristilahan hukum, Enslikopedia hukum, 
Situs di Internet dan bahasa lain yang menunjang penelitian ini. 
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh masyarakat luas 
sebagai pajak atas kepemilikan bumi dan bangunan di Indonesia merupakan 
perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi (dan juga bangunan) yang sebelum 
tahun 1986 diberlakukan di Indonesia. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, 
pajak atas bumi yang sebelum tahun 1986 diberlakukan di Indonesia. Dalam sejarah 
panjang bangsa Indonesia, pungutan yang dikenakan atas bumi dan hasil bumi telah 
dikenakan oleh penguasa kepada rakyat sejak masa penjajahan, bahkan sebenarnya 
sudah sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hanya saja nama pungutan tersebut mungkin 
belum dibakukan, tetapi pada dasarnya sama saja dengan pajak bumi dan bangunan. 
Berbagai jenis pajak yang diberlakukan atas tanah dan juga bangunan di 
Indonesia sampai dengan tahun 1955 mengakibatkan adaya beban pajak berganda 
bagi masyarakat, karena atas suatu tanah dan bangunan dimungkinkan dipungut lebih 
dari satu jenis pajak, dan semua dilakukan secara legal karena didasarkan pada 
ordonansi dan undang-undang. Hal ini membuat wajib pajak enggan membayar pajak 
                                                          
15
 Bambang, Op cit, hal 18 
16
 Ibid 
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seharusnya hanya membayar pajak atas objek pajak yang dimiliki atau 
dimanfaatkannya saja. 
Seiring dengan reformasi perpajakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 
dan DPR sejak tahun 1983, maka sistem pemajakan atas tanah dan bangunan di 
Indonesia juga dirombak total mulai tahun 1986. Hal ini dilakukan dengan 
menghapus semua jenis pajak  yang sampai dengan tahun 1985 dipungut terhadap 
objek pajak berupa tanah dan atau bangunan dan menggantinya dengan satu jenis 
pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemenuhan PBB dilakukan 
dengan dilandasi pada dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata: 
memperoleh suatu hak atas bumi dan atau, memperoleh manfaat atas bumi dan atau, 
memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.  
Mengingat arti pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah yang berkembang 
selama ini dalam wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperlihatkan 
bahwa UUD 1945 merupakan dasar hukum tertulis yang tertinggi dalam negara, 
UUD 1945 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat 
maupun di daerah. Oleh karena itu, di dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan 
UUD 1945 berikut peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, sendi-sendi 
atau asas desentralisasi dan otonomi selalu menjadi dasar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, walaupun dalam lingkup subtansi dan perwujudannya masih 
sedang mencari bentuk serta berbagai perkembangan. 
Pemerintahan daerah akan dapat terselenggara dengan baik apabila 
masyarakatnya yakin bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan itu, dan 
kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan kesejahteraan masyarakat 
tersebut, dimana hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa konsep otonomi 
sebaiknya berada dalam kerangka acuan pemerintahan yang demokratis. 
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Pemerintahan demokrasi modern tidak lain dari pemerintahan yang “representative” 
dan “responsible” serta “legitimate”. Fungsi-fungsi pokok pemerintah dalam 
demokrasi modern mencakup: pelayanan masyarakat atau public service, 
pemberdayaan masyarakat atau social empowerment, pembangunan masyarakat atau 
community serta regulasi.
17
  
Pemungutan tersebut dapat diartikan berdasarkan pasal 1 angka 49 Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
menerangkan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak 
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada 
wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
Wacana untuk pendaerahan PBB P2 sebenarnya sudah bergulir sejak lama. 
Bahkan menurut situs BPPK ide pendaerahan itu sudah ada sejak tahun 60-an, ketika 
dahulu PBB P2 lebih dikenal dengan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang saat 
itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Moneter. Namun mengingat kondisi saat 
itu tidak memungkinkan  maka wacana tersebut hanya baru sebatas ide saja. Namun 
tidak disadari dalam perjalanannya wacana itu terus bergulir sampai dengan lahirnya 
Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PDRD). 
Dengan demikian bukan tidak mungkin bahwa pajak bumi dan bangunan 
sektor0sektor lainnya seperti seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan dapat 
juga beralih mengingat otonomi daerah  dan objek pajak yang tidak akan pernah 
berpindah-pindah ke daerah lainnya melainkan menjadi objek pajak untuk daerah 
tersebut saja. 
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 Kaloh DR, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab 
Kebutuhan Local Dan Tantangan Global), (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 50 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB 
P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya 
merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya 
kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah 
daerah menurut pasal 182 ayat 1 Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. 
Perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang  Pajak Daerah Retribusi Daerah, PBB P2 merupakan pajak yang 
dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat namun demikian hasilnya 
seluruhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian tentunya 
pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pajak ini. 
Pola tax sharing seperti ini memang dahulu sangat diperlukan terutama sebagai salah 
satu sumber penyeimbang pendapatan daerah, sesuai dengan salah satu fungsi pajak 
itu sendiri yaitu sebagai pengatur (regulerend). Namun seiring dengan 
berkembangnya rezim otonomi daerah dimana daerah diminta untuk lebih mandiri 
dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya maka pola bagi hasil tersebut 
menurut penggagas Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sudah 
tidak relefan lagi. 
Dengan demikian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam 
hal ini pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang menerima amanat 
tersebut membuat Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 1 tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan keluarnya 
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1  Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
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mempunyai kewenangan melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Serdang Bedagai. 
Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. 
Teori-teori hukum alam yang mengutamakan the search for justice sejak Socrates 
hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum
18
. 
Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam 
karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik untuk moralitas, sistem kenegaraan 
dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius 
sejak awal munculnya filsafat Yunani. Dalam alkitab dikatakan, “Semata-mata 
keadilan, itulah yang harus kukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang 
diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu”19. Dalam Islam , keadilan mendapat porsi 
kajian yang paling penting diantara kajian-kajian yang lainnya. Islam memiliki peran 
dalam menegakkan keadilan dalam mengembangkan etika keadilan.
20
 Karenanya 
pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas bagi setiap pribadi manusia sejak 
lahir hingga akhir hayatnya. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan 
tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat 
mudah, namun tentu saja tidak semudah itu menerapkannya dalam kehidupan 
manusia. 
 
IV.  Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Kewenangan Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Serdang 
Bedagai sebelum beralih kepada daerah, dilakukan oleh pemerintah pusat 
melalui Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jendral Pajak daerah Serdang 
                                                          
18
 Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet, 8, (Yogyakarta: 
Kanisius,1995), hlm. 196. 
 
19
  Alkitab, Ulangan 16: 20 
20
 Musa Asya’rie dkk. (eds), Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyosngsong Era 
Industrialisasi ,(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1994), hlm.  99 
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Bedagai dengan dasar pemungutannya diatur dalam Undang Undang Nomor 
19 Tahun 1994 perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1985 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagai dasar keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 
1 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dialihkan kewenangannya dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Penetapan tarif  PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Serdang Bedagai 
sudah memenuhi asas keadilan dalam perpajakan, yaitu keadilan vertikal dan 
keadilan horizontal berkaitan dengan keadaan kemampuan ekonomi 
masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, keadilan vertikal tersebut terlihat 
dari NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 sebesar 0,1% dan NJOP lebih 
dari Rp 1.000.000.000,00 sebesar 0,2%, sementara keadilan horizontal 
tersebut terlihat dalam pengenaan pajak yang sama untuk NJOP yang sama 
terhadap wajib pajak yang berbeda. Keadaan kemampuan ekonomi 
masyarakat yang dipisahkan antara NJOP di bawah dan di atas Rp 
1.000.000.000,00 dapat mewakili masyarakat kurang mampu dan masyarakat 
yang mampu. 
3. Upaya penagihan tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebelum dialihkan 
kepada pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 
20.540.330.000,00 ikut beralih menjadi kewenangan dan kewajiban 
pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan beralihnya 
kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan angka 
49 Pasal 1 Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah karena kegiatan penagihan merupakan rangkaian dari 
pemungutan pajak yang penagihannya dapat dilakukan dengan penagihan 
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pajak dengan surat paksa, karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan 
untuk melaksanakannya. 
B. Saran 
1.      Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 1 tahun 2012 tentang 
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga penetapan-
penetapan yang berkaitan dengan beralihnya pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah dapat terlaksana dengan baik dan tepat seperti halnya penetapan NJOP 
yang  masih menggunakan NJOP dari pemerintah pusat. 
2.      Agar penetapan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu 0,1% untuk NJOP sampai dengan 
Rp 1.000.000.000,00 dan 0,2%  untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 
diubah menjadi tiga atau lima tarif berdasarkan NJOP yang berbeda beda dari 
NJOP 1.000.000.000,00 tersebut. Sehingga penetapan tarif tersebut lebih adil 
sehingga menjangkau setiap lapisan keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten 
Serdang Bedagai. 
 3.  Agar pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan upaya aktif, 
yaitu menggunakan upaya yang bersifat lebih tegas terhadap tunggakan pajak 
sebelum dialihkan kepada pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 
20.540.330.000,00 dengan melakukan penagihan pajak dengan surat paksa 
karena pamerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai 
kewenangan menerapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa. 
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